BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN

PEDOMAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (4)

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Alokasi Dana
Desa untuk setiap desa dan pedoman pelaksanaannya di
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, perlu diarur dengan Peraturan Bupati
Barito Selatan.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan ; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820j ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah
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Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor
5234) ;

Undang-Undang Neomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor i
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
54957 ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Dacrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentleri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berila Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Barite Selatan Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Barito Selatan {Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor ©) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015

Nomor 13); v
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12 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015
lentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Dcsa
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor
21);

13.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA

DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2016.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

10.

1i.

12

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Duerah scbagi unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah ;

Bupati adalah Bupati Barito Sclatan ;

Camat adalah Perangkat Daerah vang mempunyai wilayah kerja di Tingkat
Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan ;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa ;

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusvarawatan Desa (BPD)  dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito
Selatan ;

Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan ;

Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah
Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyclenggara Pemerintah Desa ;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnva disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh
Badan Permusyarawatan Desa bersama Kepala Desa | v
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Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari
Bagian Dana Perimbangan Keuangan yang diterima oleh Kabupaten
selelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB I1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

ADD Merupakan Dana APBD Kabupaten Barito Selatan yvang dialokasikan
kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar
tumbuh dan berkembang berdasarkan keanckaragamarn, partisipasi,
otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan ;

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat
desa dan pemberdayaan masyarakat ;

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ;

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam
rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan;

e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;

f. Meningkatkan pclayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan eko nomi masyarakat ;

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat ;

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa melalui Badan Usaha
Milik Masyarakat ;

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan
desa.

ADD merupakan pendapatan desa yang harus dikelola dan
dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa sebagai penerimaan
sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efcktif, efisien dan
ekonomis.

Seluruh  kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.



BAB IV
PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2016, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:

a. Alokasi dasar; dan

b. Alokasi lormula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
dihitung berdasarkan dari total alokasi dasar dibagi jumlah desa.

Pasal 6

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 huruf b yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang statistik.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal
& dilakukan dengan menggunakan formula sebagal berikut:

W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (ADD Kabupaten —
AD Kabupaten]

Keterangan:

W= Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten

73 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa
Kabupaten

Z4 - Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

ADD Kabupaten
Alokasi Dasar ADD

pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten
besaran alokasi dasar setiap Desa dikalikan
jumlah desa
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Pasal 8

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Barito Sclatan
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA

(1)
(2)

{3)

(4)

(3)

(1)

(2)

DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD)
Pasal 9

Kepala Desa dan perangkat diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD diberikan
Tunjangan atas pclaksanaan tugas dan fungsi serta biaya operasional.
Penghasilan Tetap dan Tunjangan dianggarkan dalam APBDesa dari dana
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa,

Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat serta
Tunjangan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota
BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas tercantum
dalam Lampiran [I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Bupati ini.

Pasal 10
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Selain memperoleh Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Tunjangan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi BPD, Kepala Desa dan Perangkal serta
Ketua BPD, Wakil Ketuaz BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD
memperoleh  Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan melalui  Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Besaran iuran atas jaminan pemeliharaan keschatan tersebut disesuaikan
dengan tarif yang lelah ditetapkan oleh pihak Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sctempat.

Anggaran jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan ayat (2) diatas dibebankan dari ADD.

BAB VI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 11

ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan {TPK).
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana
Kegiatan {TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat {1} di atas ditetapkan
dengan Keputusan Kcpala Desa.
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Pasal 12
FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TINGKAT KECAMATAN

Untuk tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD
Tingkat Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat dan
memiliki tugas utama melakukan pemantauan, pengendalian dan
pengawasan umum alas scluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan
perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Secara rinci tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai

berikut:

a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah  percncanaan
pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan.

b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD
untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak
terjadi tumpang tindih pembiayaan.

c. Membantu PTPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD
serta kelengkapannya.

d. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan
informasi tentang ADD

e. Melaksanakan penelitian/verifikasi terhadap dokumen permohonan
penyaluran ADD setiap tahapan yang diajukan oleh masing-masing
desa, dengan format sebagaimana Lampiran I dari Peraturan Bupati
ini.

f. Melakukan penelitian / verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
penggunaan ADD dan bertanggungjawab atas kebenaran serta
keabsahan SPJ tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
diterimanya SPJ ADD dari Pemerintah Desa.

g. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan yang
menggunakan anggaran ADD di desa.

h. Membecrikan arahan dan petunjuk teknis kepada Pemerintah Desa
dalam menyelesaikan pelaksanaan ADD agar sesual rencana dan tepat
waktu.

i, Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika terjadi pcrmasalahan
dalam pelaksanaan ADD.

j. Memberikan pendampingan kepada PTPKD Tingkat Desa.

k. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
ADD baik secara berkala setiap bulannya maupun laporan akhir setiap
tahunnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap bulan.

Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari

Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah personil

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Kecamalan.

Untuk membaniu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat

Kecamatan dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris

Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatlan scbagai Kepala Sekretariat dibantu

dengan beberapa staf yang sccara khusus menangani ADD. Sebagai pusat

pelayanan dan informasi Sekretariat beralamat di Sckretarial Kecamatan
masing-masing.
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Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan
melalui DPA masing-masing Kecamatan.

Pasal 13

FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TINGKAT KABUPATEN

Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi pelaksanaan ADD Tingkat
Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang terdiri dar
SKPD terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung, jawab sebagai
berikut :

a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.

b. Menentukan besaran ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan
formulasi yang telah ditetapkan.

c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan
informasi tentang ADD.

d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan
pelatihan/orientasi kepada PTPKD  tentang Pengelolaan dan
pertanggungjawaban Keuangan Desa.

e. Melakukan penelitian/verifikasi terhadap dokumen permohonan
penyaluran ADD yang diajukan oleh masing-masing desa melalui Tim
Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

f Menerima hasil verifikasi termasuk SPJ ADD yang dilaksanakan Tim
Fasilitasi Kecamatan untuk dikeluarkan rekomendasi pencairan ADD.

g. Menolak hasil verifikasi SPJ ADD yang dilaksanakan Tim Fasilitasi
Kecamalan dengan pertimbangan hasil verifikasi dinilai masih ada
kekurangan dan berdampak SPJ tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, dan memberitahukan Tim Fasilitasi Kecamalan agar
memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk melengkapi/memenuhi
kekurangan SP.J dimaksud.

h. Melakukan fasilitas pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada
inspektorat.

i. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap
proses tahap kegiatan,

j. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati

baik secara herkala setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai bahan untuk
penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat
Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sckretaris
Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat dibantu
dengan beberapa stal yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat
pelayanan dan informasi Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten beralamat di
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa {BPMFPD)
Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan KM, 3 No. 70 Telp. (0525) 21228
Kode Pos 73711 Buntok.
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Pembiayaan untuk operasional Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten
dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barilo
Selatan.

BAB VII
PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupalen Barito

Selatan.

Rekening Pemerintah Desa di buka di Bank Rakyat Indoncsia Cabang
Buntok. Setiap Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa menunjuk
Bank tersebut sebagai Penvimpanan Keuangan Dcsa.

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati
Barito Selatan Cqg. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan
melalui Camat selaku penangungjawab Tim Fasilitasi Kecamatan.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melakukan
verifikasi dan meneruskan berkas permohcnan berikut lampirannya
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)} pada Sekretlariat
Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Dacrah
Kabupaten Barito Selatan akan menyalurkan ADD langsung dari Kas
Daerah ke Rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 15
Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (liga) tahap sebagai berikut :

a. Tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) :
| Pelaksanaan ADD dilakukan pada triwulan II yaitu kurun waktu
bulan April sampai dengan bulan Juni,
2. Pencairan Tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total
ADD.
3. Batas akhir permohonan pencairan uniuk tahap 1 (satu) akhir
bulan Mei tahun berjalan.

b. Tahap II (dua) sebesar 40 % (empat puluh persen) :
. Pelaksanaan ADD dilakukan pada triwulan III kurun waktu bulan
Juli sampai dengan September.
5. Pencairan Tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari
tolal ADD.
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3. Batas akhir permchonan pencairan untuk Tahap II (dua) akhir
bulan Agustus tahun berjalan.

¢. Tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) :
1. Pelaksanaan ADD dilakukan pada triwulan IV kurun walktu
Oktober sampai dengan bulan Desember.
2. Pencairan Tahap III (tiga} sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total
ADD.
3. Batas akhir permohonan pencairan untuk Tahap III {tiga) akhir
bulan November tahun berjalan.

Persyaratan dalam melakukan permochonan ADD yaitu :

a. Untuk pencairan Tahap 1 (satu) diwajibkan melengkapi semua
persyaratan yang telah ditentukan antara lain :
1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan
Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa
SK Bendahara Dcesa
Menunjukkan buku rekening desa
Melampirkan laporan pelaksanaan ADD tahun sebelumnya.

IR

b. Untuk pencairan Tahap II {dua) Bendahara diwajibkan melengkapi :
1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan ADD tahap I
2. SK Bendahara Desa
3, Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa
4. Melampirkan laporan pelaksanaan ADD setiap bulannya.

¢. Untuk pencairan Tahap III {tiga) Bendahara diwajibkan melengkapi :
1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ} Keuangan ADD Tahap 11
2. SK Bendahara Desa
3. Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa
4, Melampirkan laporan pelaksanaan ADD setiap bulannya.

Apabila desa yang bersangkutan belum menyelesaikan SPJ Tahap I, maka
desa tersebut lidak dapat mengambil dana pada Tahap II dan seterusnya.

Semua persyaratan scbagaimana dimaksud ayat (2) telah dilakukan
verifikasi/penelitian terhadap berkas kelengkapan dan SPJ tahap
sebelumnva oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

Pencairan ADD untuk masing-masing desa dilaksanakan setelah adanya
rekomendasi tertulis dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa [(BPMPD) Kabupaten Barito Selatan setelah
permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa lengkap dan benar.

Pencairan dana di Bank dilakukan oleh Bendahara Desa dengan bukti
diri dan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (emam ribu rupiah) dari
Kepala Desa.
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BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 16

Penggunaan ADD harus sesual dengan Peraturan Desa tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Peraturan Desa

tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesaj, dan telah tertuang

dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa).

Prosentase penggunaan ADD berdasarkan ketetapan penerimaan masing-

masing desa dengan perincian :

a. Belanja aparatur (penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat dan tunjangan BPD serta luran Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan-BPJS Kesehatan).

b. Sisa pagu anggaran setelah dikurangi belanja sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, selanjutnya dialokasikan untuk :

- Belanja Operasional Pemerintahan Desa dan BPD sebesar 30% (tiga
puluh persen).
- Pemberdayaan masvarakal sebesar 70% (tujuh puluh perscn) yang

digunakan untuk belanja Pembangunan, Pembinaan
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pasal 17

Dana ADD yang tidak dapat terealisasikan sampai dengan berakhirnya periode
Tahun Anggaran, maka Dana tersebut dijadikan sebagai BILPA dan
merupakan penerimaan, dan dimasukkan dalam kelompok pembiayaan pada
Tahun Anggaran berikutnya.

(1)

BAB IX
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Penatausahaan
Pasal 18

Seluruh transaksi baik Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan
Desa dan BPD, maupun Bclanja Pembangunan, Pembinaan dan
Pemberdayaan Masyarakat agar dilengkapi dengan kwitansi pembayaran
dan dilampirkan bukti-bukti pendukung lainnya.

Bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud avat (1) adalah
bukti-bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran belanja {nota-nota)
vang sah, bukti pembayaran pajak terhadap belanja barang dan jasa yang
terkena kewajiban pembayaran pajak, surat permohonan, RAB,
dokumentasi kegiatan, berita acara serah terima dan bukti-bukti lain yang
mendukung pengeluaran belanja.
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Bagian Kedua
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pasal 19

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi  dengan perlanggungjawaban
APBDesa schingga bentuk pertanggungjawabannya adalah
pertanggungjawaban APBDesa.

(2) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah
sebagai berikut :

a. Pelaporan diperlukan dalam rapatl pengendalian untuk mengetahui
perkembangan proses pengclolaan dari penggunaan ADD.

1. Laporan Berkala.
Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat
secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini
adalah realisasi penerimaan ADD, Belanja ADD [ Bidang
Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan) dan
Realisasi Belanja ADL.

2. Laporan Akhir.
Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan
pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan
rekomendasi penvelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD

sebagai berikut :

a} Pendahuluan

h) Program kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pemberdayaan masyarakat.

¢) Pelaksanaan penggunaan dana ADD.

d) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan
untuk mengatasi permasalahan tersebut.

e} Penutup.

3. Format Sistematika pelaporan akhir pelaksanaan ADD sebagaimana
tercantum pada Lampiran 1V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilakukan
sccara hirarki vaitu dari PTPKD kepada Tim Fasilitasi Tingkat
Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Fasilitasi Tingkat
Kecamatan memuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tingkat
Desa di Wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi
Kabupaten.

Pasal 20

Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
agar mempedomani kelentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor
29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan
untuk pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada ketentuan yang
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tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

(1)

(5)

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 21

Pembinaan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADD
Kabupaten Barito Selatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamalan.

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD
Tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahapan penyaluran.

Dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan ADD diselesaikan
secara berjenjang.

Penyimpangan dan penyalahgunaan ADD sebagaimana dimaksud pada
avat 3 (liga) apabila terjadi unsur tindak pidana korupsi maka akan
ditempuh melalui jalan hukum, berupa pelimpahan permasalahan kepada
aparat penegak hukum.

Pengawasan pelaksanaan ADD menggunakan indikator keberhasilan
penggunaan ADD sebagai berikut

Kegiatan yang didanai sesuai dengan APBDesa ;

Realisasi (daya serap) keuangan sesuai target ;

Meningkatnya penerima manfaat dari kelompok miskin;

Mcningkalnya swadaya masyarakat ;

Meningkatnya Pendapatan Asli Desa ; dan

Mampu bersinergi dengan program-prograi pemerintah yang ada di

oD TP

desa.

Pasal 22

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD beserta kegiatan
pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Sclatan.
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BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Peraturan
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Peraturan Bupatl
Agar sctiap orang mengetahuinya,
Bupati ini dengan penempataniy
Selatan.
Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 25 .!,"'{;*!.‘-'.!"'-.,.?—'}."3..22}1 &

Diundangkan di Buntok

Pada tanggaf?" P gl 2016

EBI 'ﬁRISTIANTD

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELAT AN TAHUN 2016 NOMOR :
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